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F o r d F o u n d a t i o n

eringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 
Agustus tahun ini, ternyata, tidak identik dengan Pkemerdekaan sebagian perempuan Indonesia. Masib 

banyak nasib perempuan yang kelihatannya tampak dari 
luar ia merdeka, namun ternyata tidak.

Sebagai contoh, nasib para tenaga kerja perempuan 
yang bekerja di luar negeri. Meski pun ada satu atau dua 
orang yang mampu menikmati hasil jerih payahnya, 
dengan antara lain bersekolah/kuliah di negeri orang, 
namun lebih banyak yang bernasib malang. Sebut saja 
Yanti, tenaga kerja perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ini, 
disiksa oleh majikannya, lantaran tidak mau melayani 
nafsu seksual sang majikan. Akibat tidak mau menuruti 
keinginan sang majikan, diketahui bernama Faez Abdul 
Aziz Al-Ulaibi, tubuhnya mengalami luka-luka karena 
ditampar dan ditendang selama empat hari berturut-turut. 
Selain itu ia pun mengalami trauma. (buser.liputan6.com 
/13/1/11) Belum lagi para TKI yang terancam kepalanya 
dipenggal karena banyak persoalan yang dideritanya.  

 Beranjak dari kasus tersebut, terlihat bahwa 
perlindungan tidak diberikan secara maksimal oleh negara 
terhadap rakyatnya. Pemenuhan hak tidak dikerjakan 
negara. Pemerintah lebih disibukkan dengan persoalan lain, 
seperti masalah politik pencitraan agar rakyat memandang 
baik dan menunduk hormat atas segala apa yang dilakukan, 
meskipun makin menyengsarakan.

Apakah kondisi seperti ini tepat dikatakan sebagai 
telah merdeka? Apa sesunguhnya arti merdeka ?

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia edisi Kedua, 
kata merdeka mempunyai beberapa arti yakni sebagai 
berikut: 1. bebas (dr perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri 
sendiri; 2 tidak terkena atau lepas dr tuntutan: 3 tidak 
terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; 
leluasa. 

Menilik dari arti kata di atas, merdeka memang lebih 
tepat bagi bangsa Indonesia yang bebas dari segala 
penjajahan bangsa lain. Namun sesungguhnya warga 
negeri ini belum benar-benar merdeka. Sampai kini, 
perempuan masih dikondisikan sebagai warga negara kelas 
dua yang hak-haknya tak terpenuhi dan tak terlindungi. 
Perempuan belum secara bebas mengekspresikan ide, 
kepent ingan,  ambis i ,  bahkan keyakinan dan 
kepercayaannya. Berbagai kebijakan terus dilenggangkan 
untuk mengungkung kemerdekaan perempuan. Juga dalam 
bentuk aturan-aturan lain yang diskriminatif.

Sebagai contoh kecil dalam upacara memperingati 
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahun 
diselenggarakan itu. Petugas pembawa baki bendera 
pusaka, termasuk pengerek bendera dan regu pengiring, 
yang dikenal dengan nama Paskibraka (Pasukan Pengibar 
Bendera Pusaka), selalu terdiri atas pelajar berprestasi, baik 
yang berjebnis kelamin perempuan atau laki-laki. Namun, 
jika mencermati Koran Tempo edisi 18 Agustus, Syarat 
Perempuan Pembawa Baki Bendera, hal A6 (Rubrik 
Nasional), sungguh tampak bahwa negara melakukan 
diskriminasi terhadap perempuan.

Meski tidak disebutkan secara khusus, tapi melalui 
fakta-fakta yang disajikan media terdapat diskriiminasi 
bagi perempuan. Dari peristiwa itu hanya perempuan 
berwajah cantik dan memiliki senyuman menawan saja 
yang dapat dipilih menjadi pembawa baki bendera pusaka. 
(lihat rubrik analisis info)

Bagaimana dengan perempuan yang kebetulan tidak 
memiliki wajah cantik tapi memiliki prestasi yang lebih 
tinggi dari perempuan yang berwajah cantik? Lagi-lagi 
persoalan fisik yang menjadi beban perempuan. Semua itu 
tentu tidak lepas dari konstruksi masyarakat akan nilai 
cantik. Toh ukuran cantik bagi  tiap orang berbeda, 
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Upacara memperingati HUT RI di Istana Negara

ampai sekarang, masih banyak ditemui warga negara 
yang kesulitan dalam hal memenuhi biaya ketika 
berurusan dengan rumah sakit. Pendekatan dengan S

konsep keluarga miskin (Gakin), dinilai tidak valid. 
Bahkan kadang diwarnai unsur suka (like) dan tidak suka 
(dislike).

Bermula dari pemikiran seperti itulah, Memed (40) 
bergerak membantu siapa saja yang membutuhkan 
pertolongan. Terutama ketika orang itu berurusan dengan 
rumah sakit dan harus memenuhi kewajiban membayar, 
namun tidak tahu bagaiman prosedur yang harus ditempuh. 
Biaya sering melambung tinggi tak terjangkau oleh warga 
yang sakit itu. Sementara sederet prasyarat administratif, 
selalu saja menjadi barang asing bagi warga yang memang 
jarang bersentuhan dengan birokrasi itu.

Lelaki asal Dusun Samen, Desa Sumbermulyo, 
Kecamatan Bambanglipuro,  Kabupaten Bantul, yang 
bernama lengkap Dasar Widodo, ini sejak tahun 2007 
menceburkan diri dalam pekerjaan membantu siapa saja 
untuk meringankan beban mereka ketika harus berurusan 
dengan rumah sakit. Menurut Memed, program Jaminan 
Kesejahteraan Sosial (Jamkesos) dan Jaminan Keseharan 
Masyarakat (Jamkesmas), juga tak seluruhnya menjangkau 
masyarakat. ”Saya ingin membantu dengan semangat 
menyelamatkan keluarga dari keterpurukan, supaya tidak 
muncul kemiskinan baru,” tutur ayah dua anak ini suatu 
siang di Bantul baru-baru ini.

Pengalaman pertama dilalui ketika dia mendampingi 
seorang warga Bantul yang sedang berurusan dengan RS 
Panembahan Senopati. Warga tak mampu itu diharuskan 
membayar Rp 16 juta untuk biaya perawatan istrinya yang 
melahirkan. Dengan melobi berbagai pihak, antara lain 
Puskesmas, PLKB, juga Badan Pelaksana Jaminan 
Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) akhirnya warga yang 
dibantunya itu dibebaskan dari beban biaya sebesar itu. 
Padahal semula sudah berencana menjual tanah 
pekarangan satu-satunya harta miliknya.. 

Hari berganti hari, waktu terus berjalan. Langkah 
Memed mulai dikenal dari mulut ke mulut. Dia pun kian 
aktif mengikuti berbagai diskusi dengan stake holder.

Tapi, ada satu hal yang membuatnya gelisah, sekaligus 
jengah. ”Paling risih jika saya dikatakan sebagai calo. Lha 
wong tak sepeser pun uang saya dapatkan dari kerja sosial 
saya ini,” ujar pria yang sampai sekarang masih tercatat 
sebagai mahasiswa jurusan teater, Institut Seni Indonesia 
(ISI) Yogyakarta itu.  ”Tinggal tugas akhir, tapi belum juga 
tergarap,” tambah Memed, yang masuk ISI tahun 1996.

Banyak pengalaman sudah dia dapatkan dari  
aktivitasnya sebagai tenaga sukarela itu. Membantu warga 
mengurus berbagai keperluan birokrasi, demi meringankan 
biaya jika harus berurusan dengan rumah sakit. Tapi, tak 
jarang kecurigaan juga muncul dari berbagai pihak. 
Misalnya, orang yang dia dampingi pun dinterogasi oleh 

pihak-pihak terkait, dan diinterograsi apakah orang itu 
memberi sesuatu atau dimintai sesuatu oleh Memed. 
Pernah pula Memed ”disidak” oleh orang-orang yang 
curiga, yang mengira dirinya kaya dan rumahnya mewah. 
Tapi hal macam itu sekarang sudah dianggap angin lalu. 
”Yang penting, saya bisa meringankan beban warga dan 
berbuat kebaikan untuk orang lain.” tutur Memed. Bagi dia, 
prinsip ”hidup tidak bisa sendiri, walaupun tubuhku 
milikku tapi diriku milik masyarakat” selalu diemban 
dalam kiprah dan hidup sehari-hari.

Kini Memed terus beredar dari satu tempat ke tempat 
lain di daerahnya. Untuk mendapatkan pengetahuan, dia 
aktif belajar soal anggaran dan regulasi bidang kesehatan. 
Diskusi dengan berbagai pihak juga selalu dia lakukan di 
berbagai tempat.

Kepeduliannya di bidang sosial telah tumbuh sejak dia 
remaja. ”Waktu SMA, saya sudah skeptis pada pemerintah 
dan selalu punya pemiki ran untuk menggugat 
ketidakadilan.” Maka, ketika masa reformasi dulu, dia pun 
aktif dalam pergerakan mahasiswa.

Kini Memed bekerja sebagai field officer untuk Komite 
Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi di Bantul. Bidang 
kerjanya adalah mencermati anggaran. Juga aktif di 
Lakpesdam NU dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) 
Kabupaten Bantul, sebagai ketua. Namun, ada yang lucu 
soal ini. ”Saya melamar melamar kerja di lembaga swadaya 
masyarakat (LSM), tak pernah diterima,” ujar bungsu dari 
lima bersaudara anak pasangan Sudi Utomo (alm) dan 
Ponirah (79) ini. Bidang politik, juga pernah dia coba. 
Antara lain aktif di Partai Bintang Reformasi bahkan maju 
sebagai calon legislatif (2009). ”Saya ingin mewarnai 
Bantul dalam kebijakannya, dengan jadi anggota Dewan.” 
Tapi langkahnya itu belum berhasil. Namun  Memed tidak 
berputus asa. Di kampungnya, Memed juga aktif melatih 
warga dusun untuk terampil menjadi pranata adicara atau 
pembaca acara dengan bahasa Jawa.

Di rumahnya kini, Memed tinggal bersama istri, 
Marniati (29) dan dua anaknya, Bintang Merah Cahyaning 
Proletar (5) dan Aryo Adnan Mijonarko Jagat Nusantara 
(4). Meski tubuhnya tak lagi sentosa seperti sedia kala, kini 
harus berjalan pincang, sebab pangkal pahanya patah dan 
tulangnya mengecil akibat tertimpa blandar rumahnya saat 
gempa melanda 27 Mei 2006 lalu, tak menyurutkan 
langkah Memed. Dengan sepeda motor bebek tuanya, hari 
demi hari dia lalui dengan penuh semangat, dengan satu 
tujuan, mendampingi masyarakat miskin yang mempunyai 
persoalan biaya perawatan kesehatan di rumah sakit. (awd)
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ertemuan anggota kolaborasi Ford Foundation (FF) 
yang digelar pada Selasa, 9 Agustus 2011 lalu 
memang tidak biasa. Biasanya rapat koordinasi P

hanya berlangsung 2-3 jam, kali ini hingga lima jam lebih. 
Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut 
berakhr pada saat waktu azhar tiba, sekitar pukul 15.00 
WIB.

Rapat yang tidak biasa itu disebabkan karena bulan 
Juli lalu tidak ada pertemuan rutin. Sehingga jelas saja 
laporan kegiatan yang dipaparkan masing-masing anggota 
kolaborasi dua kali lebih banyak dari biasanya. Namun 
panjangnya waktu diskusi yang membahas berbagai 
macam persoalan yang menyangkut kegiatan lembaga, 
tidak menyurutkan semangat anggota untuk terus 
mendiskusikan, mencari solusi atas masalah yang ada dan 
terus melaksanakan kegiatannya.

Berikut laporan kegiatan lembaga IDEA, Asppuk dan 
LP3Y dalam dua bulan, Juni dan Juli 2011 serta rencana 
kegiatan bulan berikutnya:

IDEA
Kegiatan village meeting yang sudah dilakukan

1. 1 Juni di Desa Srihardono dihadiri 17 orang 
2. 6 Juni di Desa Gilangharjo dihadiri 32 orang 

peserta
3. 1 Juli di Desa Srihardono dihadiri 7 orang
4. 7 Juli di Desa Srihardono dihadiri 27 orang peserta
5. 16 Juli di Desa Wonolelo dihadiri 16 orang
6. 24 Juli di Desa Wonolelo dihadiri 13 orang

Pada 13-15 Juli IDEA juga melakukan Training 
Audit Sosial tingkat Kabupaten dengan dihadiri 28 orang 
peserta. Selanjutnya pada 19-21 Juli, Training Lab 
advokasi anggaran (Ladang)/Partisipatori budgeting dan 
dihadiri 32 orang peserta.

Bentuk kegiatan lain yakni Instalasi Sistem Info 
Desa, yang sudah pasti berjalan Desa Mulyodadi dan 
Gilangharjo. Sedangkan, Plered gagal install software dan 
Desa Jambidan belum siap dikarenakan Pak Lurah sibuk 
penetapan, sehingga agak lambat. Untuk Desa Srihardono 
belum ada kabar untuk melakukan kegiatan di sana.

Rencana kegiatan dan evaluasi:
1. Pada 10-12 Agustus akan diselenggarakan Training 

Audit Sosial (kedua). Acara ini akan diselenggarakan 
di Tembi dan melibatkan Jaringan 5 desa dan 
kabupaten. Peserta akan diundang 30 orang. Tema 
pada training ini yakni Pupuk Bersubsidi. 

2. Rencana berikutnya, pada Minggu kedua September-
akhir Oktober  akan diselenggarakan training Audit 
Sosial.

3. Semula Agustus merencanakan pertemuan 3 Srikandi 
(Gunung Kidul, Sleman, Bantul), namun rencana 
diundur pada Oktober minggu pertama. Isi pada 
pertemuan itu salah satunya meminta bu Badingah 
bercerita kepada Bupati Bantul dan Sleman agar 
melihat Gunung Kidul sebagai contoh dalam 
keberhasilan Perencanaan Anggaran secara nasional). 

4. Kegiatan Village Meeting agustus dan seterusnya 
masih agak sulit dikembangkan terutama di dua desa 
yakni Srihardono dan Jambidan.

5. Lima isu audit sosial (mengeksplorasi keseluruhan 
data yang keluar dan masuk) yakni: 

1) Pendidikan --> Dalam proses pendaftaran peserta didik 
baru
2) Pertanian --> Pupuk bersubsidi, selalu bermasalah, tidak 
tepat waktu dan harganya selalu di atas Harga Eceran 
Tertinggi (HET) 
3) Kesehatan --> Pendataan Jamkesmas (audit kepesertaan 
dan klaim Rumah sakit dengan kementerian kesehatan
4) Raskin (keluarga miskin) (penerima dan kuota), 
5) Administrasi Kependudukan atau Infrastruktur (belum 
diputuskan)

Rencana kegiatan September-Desember:
1. Pembentukan working group untuk review Perda 

Par t i s ipas i .  (Sebenarnya  butuh  waktu  6  
bulan/menyesuaikan addendum) Pertemuan 
September, 12 Sept 2011 di LP3Y.

2. Pembuatan komik, film dokumenter dan display 
penganggaran daerah dan feature kampanye advokasi 
penganggaran.

ASPPUK
nGugus belajar Desa Srihardono pada 14 Juni dihadiri 

10 orang dengan tema motivasi pengembangan usaha.
nGugus belajar Desa Gilangharjo pada 13 Juni dihadiri 

11 orang dan Desa Jambidan 15 Juni dihadiri 15 orang, 
dengan tema hak-hak perempuan dan Harta gono-gini 

nGugus belajar Desa Mulyodadi pada 22 Juni hadir 28 
orang dan Desa Wonolelo pada 17 Juni hadir 13 orang 
dengan tema pengembangan usaha produktif.

nGugus belajar Juli ini, pada 12 Juli Desa Jambidan (12 
orang), 14 Juli Desa Srihardono (14 orang), Desa 
Mulyodadi 20 Juli (21 orang), Desa Gilangharjo 23 
juli (15 orang), dan pada 27 Juli Desa Wonoleleo (17 
orang). Tema pda pertemuan gugus belajar tersebut 
antara lain; menyiapkan pasar desa, praktek 
mengemas makanan, dan melihat potensi kripik 
pisang. 

nPada 15-22 Juli peserta ikut Bantul Expo dalam 
rangka hari koperasi (seperempat stan diberikan unutk 
makanan kering dari lima desa).

Pelatihan-pelatihan: 
n6-8 Juni Pelatihan kewirausahaan di Desa Jambidan 

dengan jumlah peserta 29 orang
n16-18 Juni Desa Gilangharo dihadiri 29 orang
n29-30 Juni dan 1 Juli di Desa Srihardono dan dhadiri 

26 orang
n19-21 Juli di Wonolelo, topik kewirausahaan dengan 

peserta 32 orang

Pertemuan rutin JARPUK
n28 Juni di Wonolelo (hadir 34 orang) untuk mengawal 

isu-isu kabupaten. Pemahaman kegiatan ibu-ibu mulai 
paham tentang anggaran.

n29 Juni di Srihardono (20 orang) untuk mengawal 
pasar dari produk PUK (Perempuan usaha Kecil), 
Produk layak jual, promosi dan tempat pemasaran). 
Leaflet produk utk pameran dr Jarpuk.

nKonsolidasi Jarpuk September 2011 tertunda.
nAgenda yang belum terlaksana: Pelatihan pemasaran 

PUK. Penataan LKP sekunder (LKP Wonolelo, 
Kadisoro, Jambidan menunggu akses modal).

JARPUK: 
1) Peningkatan kapasitas perempuan agar terlibat di 

Musrengbang. 
2) Akses tempat pemasaran.
3) Akses program Pemerintah terkait program 

koperasi (advokasi). 
Problem: Kepemimpinan perempuan yang masih 
mudah menyerah --> Program pelatihan dan 
manajemen konflik.

Agenda:
nRencana Agustus Asppuk: Pertemuan rutin Gugus 

Perempuan dan melakukan langkah-langkah konkrit 
agar dapat akses pemasaran.

nRencana September: Pemasaran produk dan 
konsolidasi

nR e n c a n a  O k t o b e r - D e s e m b e r :  M e n g a w a l  
kelembagaan Jarpuk dan LKP (melalui Advokasi, 
pelatiahan dan praktek langsung).

LP3Y
Media warga
nDari sisi media, banyak yang luput karena kegiatan di 

lapangan tidak ada komunikasi. (Nanti akan diberi 
nohp). Me-link para perempuan di Gugus belajar 
untuk berlatih menulis. (Komunikasi ASPPUK-
LP3Y). 

nHanya desa Srihardono yg belum ada reporter Krida.
nKendala fisik penerbitan Krida: tak bisa bertemu 

lengkap secara fisik, penyebabnya banyak tabrakan 
kegiatan di desa. Tapi bisa diatasi dengan email. 
Sedangkan bu Ratmanto kirim naskah secara fisik.

nSetengah tahun ke depan membangun struktur 
organisasi penerbitan.

nMateri penerbitan: Masih agak mundur kontribusinya.  
Belum jadi 12 halaman karena desa Srihardono belum 
masuk. 

nKendala lainnya, untuk menulis laporan kegiatan 
IDEA agak sulit ditangkap karena abstrak. Sehingga 
butuh bantuan IDEA agar mengkoordinasikan 
kegiatan lembaga dengan anggota redaksi Krida yang 
meliput.

nMasukan Krida dari masyarakat belum ada.
nRencana pertemuan rapat temu muka susah, hanya 

melalui email dan sms.
nBlog Krida www.korankrida.blogspot.com yang 

dikelola Arum/dusun Joho (Mhs UNY komunikasi).

Radio Komunitas
nTiga desa (Gilangharjo, Srihardono, Mulyodadi) 

perkembangan macet. 
nGilangharjo pada Sistim Informasi desa sudah siap 

dengan install 2.0 
nSolusi agar desa gilangharjo berjalan; Komunitas 

dusun Kadisoro yang dipromotori Rakom 
dipertemukan dengan pemerintah desa di forum 
Village Meeting (IDEA). Bila pihak Kadisoro tetap tak 
merespon, ambil alih Desa. Demikian juga dengan 
desa Mulyodadi. 

nSolusi lain, bagaimana dipancing dengan transmitter, 
prioritas Gilangharjo dengan sistem pinjam sambil 
dipantau.

nRencana setelah lebaran direalisasi peminjaman 
transmiter.***

D a p u r I n f o D a p u r I n f o
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bergantung pada etnis, budaya dan individu yang juga 
punya penilaian dan atau ukuran tetnang kecantikan yang 
pasti berbeda. Misalnya perempuan suku Dayak dikatakan 
cantik jika memiliki telinga yang panjang, perempuan suku 
Mentawai dianggap cantik jika mempunyai gigi yang 
runcing, perempuan Cina saman dulu disebut cantik jika 
punya kaki kecil, dan lain sebagainya. Sehingga 
sesungguhnya pastilah tidak bisa dipertentangkan lagi 
bahwa hal itu bukan hal utama.

Dengan demikian, kiranya perlu betul warga negara 
mengenal arti kemerdekaan sesungguhnya. Sehingga, hari 
kemerdekaan tidak sekadar seremoni belaka ,tetapi lebih 
pada bagaimana mengubah nasib bangsa ini agar terus 
berkembang dan menjadi lebih baik, dengan cara yang 
sederhana dengan menghargai hak-hak manusia, 
khususnya mereka yang kerap kali termarginalisasi.***

Rapat Panjang Anggota Kolaborasi

..................... sambungan halaman 1



alau saja Koran Tempo tak memberitakannya, 
boleh jadi banyak orang di negeri ini tak tahu 
bahwa ada syarat “unik” namun mutlak (reporter K

suratkabar ini membahasakannya: terdengar menggelitik) 
bagi petugas pembawa baki bendera pusaka pada upacara 
hari ulang tahun Kemerdekaan RI di Istana Negara. 

Sebagian besar orang Indonesia tahu bahwa mereka 
yang terpilih menjadi petugas pembawa baki bendera 
pusaka, termasuk pengerek bendera dan regu pengiring, 
yang dikenal dengan nama Paskibraka (Pasukan Pengibar 
Bendera Pusaka), yaitu pelajar berprestasi yang mewakili 
seluruh provinsi dan telah menjalani serangkaian seleksi 
berjenjang serta latihan ketat. 

Petugas pembawa baki bendera pusaka adalah seorang 
anggota Paskibraka yang pada tiap prosesi upacara 17 
Agustus menjadi sorotan. Dialah yang menerima bendera 
pusaka (replika) dari Presiden yang berdiri di puncak 
tangga Istana Negara, kemudian membawanya – 
didampingi petugas pengibar dan pengerek bendera, 
diiringi regu 8 orang, 17 orang dan 45 orang – menuju tiang 
bendera untuk dikibarkan. 

Pada saat dia berjalan selangkah demi selangkah 
menaiki tangga istana dan selangkah demi selangkah 
mundur menuruni tangga yang sama itulah dia benar-benar 
sosok yang menjadi perhatian. Kamera televisi mengikuti 
seluruh gerak-geriknya. Kamera foto merekam momen-
momen dari menit-menit yang dilaluinya. Dan hampir 
selalu, sosok petugas pembawa baki bendera pusaka 
menjadi foto utama sejumlah media cetak pada keesokan 
harinya. Kadang, yang ditampilkan adalah momen ketika 
dia menerima bendera dari Presiden atau saat dia mendaki 
tangga istana.

Masyarakat juga menjadi saksi, baik dari melihat 
langsung, melalui tayangan televisi maupun foto di 
suratkabar, petugas pembawa baki bendera pada upacara 
hari ulang tahun Kemerdekaan RI di Istana Negara, adalah 
perempuan. Tak hanya perempuan, banyak orang 
menilainya sosok ini cantik. 

Sejauh ini tidak ada penjelasan resmi mengapa 
pembawa baki bendera pusaka seorang perempuan. Dari 
kesejarahan pun tak diketahui keterkaitannya, sebab 
penerima bendera sekaligus pengibar bendera Merah Putih 
pertama di Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat, pada 17 
Agustus 1945 justru laki-laki (meski kini diwarnai 
kontroversi apakah Soehoed atau seorang pria berusia 80 
tahun bernama Ilyas Karim yang mengaku dialah penerima 
bendera dari Bung Karno dan kemudian mengibarkannya 
bersama Sodancho Latief Hendraningrat).

Kriteria calon Paskibraka sebagaimana secara terinci 
dipublikasikan di situs www.paskibraka-jp.or.id (ditulis 
Budiharjo Winarno, Paskibraka 78, upload 18 November 
2008, last update 22 januari 2011 11.22, diunduh 24 
Agustus 2011) juga tidak mensyaratkan perempuan, atau 
laki-laki, untuk calon Paskibraka. Persyaratan dasarnya 
justru tidak berbasis jenis kelamin, sebab jelas-jelas disebut 
1. Pelajar atau siswa sekolah setingkat SMTA, 2. Berusia 
antara 16-18 tahun, 3. jika perempuan tinggi badan minimal 
160 cm, laki-laki minimal 165 cm. 

Pertanyaan tentang mengapa pembawa baki bendera 
seorang perempuan belum terjawab, khalayak yang 
membaca Koran Tempo edisi Kamis, 18 Agustus 2011, 
justru disuguhi informasi tentang syarat perempuan 
pembawa baki bendera. Informasi tersebut dikemas dalam 
format softnews selebar tiga kolom sepanjang tujuh 
paragraf berjudul Syarat Perempuan Pembawa Baki 
Bendera. Berita ini “mojok” di kiri bawah hal A6 
(Nasional).

Berbeda dengan suratkabar lainnya yang memuat berita 
upacara HUT ke-66 Kemerdekaan RI berikut foto momen 
pembawa baki bendera sedang menerima bendera dari 
Presiden atau sedang meniti tangga istana, Koran Tempo 
hanya memuat teks artikel. Koran Tempo memang memuat 
foto momen peringatan Hari Kemerdekaan ke-66, bahkan 
menjadi foto utama di halaman depan. Namun, pilihannya 
juga berbeda: upacara yang “dilakukan” robot-robot dari 
perkumpulan World Robotic Explorer.

***
Cantik. Tampaknya inilah fakta utama dari sosok 

perempuan pembawa baki bendera yang ingin disampaikan 
dalam berita Koran Tempo ini. Untuk itu, pada lead, 
tepatnya di kalimat ketiga, wartawan suratkabar ini sudah 

menghadirkan fakta cantik tersebut melalui deskripsi 
awal...Seorang perempuan cantik dengan riasan 
sederhana berdiri tegap, terlihat mencolok di tengah 
pasukan.

Tidak ada detil tambahan tentang cantik-nya 
perempuan tersebut. Tampaknya, itu disebabkan  si 
wartawan percaya bahwa kata cantik yang digunakannya 
berkesesuaian dengan persepsi atau penilaian publik tatkala 
melihat atau tentang perempuan pembawa baki bendera 
pusaka.

Sosok itu adalah Muvida Pratiwi Fallugah, siswi SMA 
1 Gorontalo. Dia menjadi salah satu anggota Paskibraka 
yang beruntung karena terpilih sebagai pembawa baki 
bendera pusaka, mewakili 65 anggota Paskibraka yang 
berasal dari 33 provinsi se- Indonesia (paragraf 3). 

Tak salah jika si wartawan melabeli sosok Vida sebagai 
...yang beruntung, sebab, pertama, untuk meraih posisi 
tersebut ia harus melalui serangkaian seleksi ketat mulai di 
daerah masing-masing. Kedua, sosok dengan posisi seperti 
Vida, selalu menjadi sorotan juru kamera televisi dan 
jurufoto. Selain ia bisa hadir melalui layar televisi 
“mengunjungi” puluhan juta penontok televisi, esoknya 
sosok seperti Vida ini menghiasi hampir semua suratkabar. 
Berbeda dengan anggota Paskibraka lainnya, sosok dengan 
posisi seperti dia sudah pasti menjadi buah bibir. Media pun 
cenderung akan memilihnya jika harus menulis profil 
anggota Paskibraka.

Sampai di fakta tersebut persoalannya mungkin tak 
terlalu mengusik perhatian. Cantik, ternyata, merupakan 
keberuntungan tersendiri bagi sosok seperti Vida. Kalau 
saja dia tidak tergolong berparas cantik, boleh jadi dia tak 
ubahnya sejumlah perempuan anggota Paskibraka lain 
yang hanya menjadi pasukan pengiring.

Rupanya, untuk menjadi pembawa baki bendera 
pusaka ...Tak cukup hanya cakap dalam hal baris berbaris. 
Ada beberapa syarat khusus bagi anggota Paskibraka 
perempuan itu (paragraf 4). 

Inilah Syarat Perempuan Pembawa Baki Bendera 
(seperti judul berita suratkabar ini): Dari data tertulis yang 
diterima wartawan Istana, ada empat syarat untuk itu. 
Pertama, berwajah mendukung. Kedua, pembawaan harus 
tenang. Ketiga, pandangan mata harus tajam. Dan, yang 
tak kalah penting, senyum yang menawan (paragraf 4).

Syarat itu mutlak. Dan itu diakui Dwi Handayani, 
seorang anggota Purna Paskibraka Indonesia angkatan 
2009 perwakilan DKI. 

Dwi, seperti dikutip dalam berita ini, mengkonfirmasi 
bahwa cantik merupakan kata lain dari syarat pertama yaitu 
wajah yang mendukung berarti bagus secara fisik. 
“Pembawa baki biasanya memang cantik,” katanya.

Syarat keempat (senyum yang menawan)? Mengapa 
senyum menawan dianggap penting bagi seorang 
perempuan pembawa baki bendera pusaka? Menurut Dwi, 
perempuan terpilih tersebut haruslah memiliki senyum agar 
enak dilihat.
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“Menjual” Kecantikan 
di Acara Kenegaraan

Kalau dicermati, empat syarat mutlak itu tidak 
termasuk dalam kriteria calon anggota Paskibraka 
(www.paskibraka-jp.or.id).  Seandainya pun persoalan 
performa fisik masuk dalam kriteria, syarat wajah cantik 
dan senyum menawan, bukan hal mutlak. Pada butir D 
(Kesehatan) Kriteria Calon Paskibra ada lima hal yang 
harus dipertimbangkan. Kelima hal tersebut yaitu, 1.Sehat 
jasmani dan rohani, 2. Sigap, tangkas dan lincah, 3. Tegap, 
tidak cacat badan dan tidak berkaca mata, 5. Tinggi badan 
minimal Putra 165 cm dan Putri 160 cm, dan 5. 
Berpenampilan segar, bersih dan menarik.

Mencermati aspek nomor 5 (berpenampilan segar, 
bersih dan menarik) tentu tidak dengan sendirinya 
seseorang harus cantik dan memiliki senyum menawan. Itu 
dua hal berbeda. 

Sayangnya wartawan suratkabar ini tidak menyebutkan 
sejak kapan ketentuan, yang bahkan dibuat tertulis dan 
dibagikan pula ke wartawan, itu diberlakukan? 

***
Di tengah hiruk pikuknya pemberitaan tentang kasus 

Nazaruddin dan berita seremoni 17 Agustusan yang nyaris 
rutin bahkan datar-datar saja, kejelian wartawan Koran 
Tempo memberitakan sisi lain dari seremoni HUT 
Kemerdekaan RI di Istana yang kering dan datar 
merupakan hal positif. Dengan berita ini publik 
mendapatkan sesuatu yang baru (bagi pengetahuan publik) 
di sebalik peristiwa yang pada intinya sama dari tahun ke 
tahun. Perbedaan lebih banyak pada para pelaku.

Berita Syarat Perempuan Pembawa Baki Bendera 
sekaligus menunjukkan bahwa si wartawan tidak terjebak 
dalam rutinitas peristiwa dan taken for granted atas 
peristiwa teragenda yang berlangsung tak lebih dari 1 jam 
itu.

Meski upaya tersebut sudah bagus, namun berita 
tersebut tidak atau belum menghadirkan substansi dari 
realitas perempuan pembawa baki bendera pusaka.

Mensyaratkan cantik dan senyum menawan sebagai hal 
yang mutlak dipenuhi oleh perempuan pembawa baki 
bendera pusaka bisa dimaknai bahwa negara lebih memberi 
ruang bagi si cantik. Negara seakan-akan lebih 
menonjolkan aspek penampilan fisik. Ini nyaris tak berbeda 
dengan media komersial yang memilih sosok cantik untuk 
menghadirkan sesuatu, baik iklan maupun film/sinetron, 
profil majalah dan sejenisnya. Pertimbangannya agar 
menarik. Dalam bahasa yang lain: mempunyai nilai jual. 
Singkatnya, cantik lebih komersial.

Di sisi lain, tanpa disadari persyaratan itu bisa 
diskriminatif terhadap perempuan anggota Paskibraka 
yang “kurang beruntung dengan wajahnya.” Semua 
anggota Paskibraka, yang perempuan, pada dasarnya 
dilatih menjadi pembawa baki bendera pusaka. Siapa yang 
terpilih akan bertugas pada Hari H baru diberitahukan pada 
malam hari menjelang hari itu, bahkan bisa saja hanya 
beberapa jam sebelum upacara dimulai. Dan para anggota 
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enjelang tanggal 17 bulan ini, kiranya pertanyaan Myang relevan diajukan adalah:  Sudahkah kita jadi 
warga merdeka di ruang publik?  

Sebagai bangsa dan negara kita merayakan ulang tahun 
kemerdekaan yang ke-66 pada tanggal tersebut. Jadi, 
setelah merdeka 66 tahun, tidak berlebihan jika berharap 
kita sudah menjadi warga merdeka di ruang publik.  
Namun, mencermati kondisi belakangan ini, masih banyak 
kendala yang menyebabkan kita belum sepenuhnya 
menjadi warga yang merdeka di ruang publik. 

Ambil contoh fakta berikut yang dikutip dari berita 
suratkabar. Selama tiga tahun terakhir, berbagai kejahatan 
menggunakan senjata api semakin marak,  terutama 
perampokan dan pembunuhan,.  Sasaran kejahatan tidak 
hanya masyarakat, tetapi juga aparat Polri.  Kasus ini 
terjadi dari Sumatra sampai Papua. (Kompas, 6/06/11)

Bukan hanya itu  yang mengikis rasa aman. Tawuran 
yang terjadi juga berdampak sama. Sebagai contoh, di 
Jakarta saja, sejak Januari hingga awal Juli terjadi 36 kali 
tawuran.  Berarti tawuran terjadi sekitar 5 kali per bulan, 
atau sedikitnya sekali setiap minggu. (Kompas, 21/07/11).  
Masih menurut pemberitaan media massa, bentrokan antar 
kelompok yang diwarnai kekerasan tidak hanya terjadi di 
Jakarta. Di luar Jakarta, di luar Jawa, dari Sabang hingga 
Merauke, kekerasan antar kelompok juga terjadi. 

Fakta lain, dilaporkan bahwa kerusakan moral 
mencemaskan, baik di tingkat aparat, kalangan perguruan 
tinggi, maupun masyarakat. Di tingkat aparat, 158 kepala 
daerah (gubernur, bupati, walikota) terlibat korupsi 
sepanjang tahun 2004 - 2011. Sebanyak 72 anggota DPR 
terlibat kasus dugaan korupsi. Tahun 2010, sebanyak 107 
hakim dijatuhi sanksi oleh MA, 288 pegawai kejaksaan 
kena sanksi,  dan 294 polisi dipecat. Di berbagai 
kementerian, kasus serupa juga ada.  Di sejumlah 

perguruan tinggi, terjadi kasus plagiat. Di kalangan 
masyarakat, kekerasan juga meningkat, mencakup 
kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, 
serta kekerasan antar kelompok (Kompas, 20/06/11).

Selain itu, masih jelas dalam ingatan betapa kondisi 
kehidupan bersama ruang publik begitu merisaukan ketika 
terjadi teror bom, penyerangan terhadap umat Ahmadiyah 
dan perusakan tempat ibadah mereka, demikian pula 
perusakan sejumlah gereja, razia tempat hiburan oleh 
kelompok tertentu, dan banyak lagi kejadian yang sungguh 
memprihatinkan.

Krisis Partisipasi
Sejumlah fakta sebagaimana dicontohkan di atas jelas 

merupakan kondisi yang membuat kita tidak lagi menjadi 
warga merdeka dalam kehidupan bersama di ruang publik.  
Kita tidak lagi menjadi warga merdeka, karena kita 
dibayangi ketakutan akan tindak kekerasan. Kita tidak lagi 
menjadi warga merdeka, karena aparat pemerintah sebagai 
pengelola kehidupan bersama di ruang publik, selain 
menjadi sasaran kekerasan juga tidak sepenuhnya 
terandalkan mengingat tidak sedikit di antara mereka sudah 
tidak layak dipercaya.

Tidaklah mengherankan apabila yang terjadi kemudian 
adalah sikap warga yang menjadi apatis. Manakala semua 
etika, norma, termasuk hukum formal, begitu mudah 
diabaikan, sementara aparat negara semakin merosot 
kewibawaannya karena kurang mampu menegakkan  
hukum dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang juga 
ikut menjadi aktor yang menyebabkan kehidupan bersama 
di ruang publik tidak lagi kondusif,  apatisme itu secara 
perlahan membuat warga bersikap semakin pasif, 
cenderung hidup individualistis, mencari jalan selamat 
sendiri-sendiri. 

Sikap warga yang semakin pasif dan cenderung 
individualistis menjelaskan penurunan kepedulian warga 
terhadap upaya membangun kehidupan bersama di ruang 
publik agar menjadi lebih baik. Atau seperti dikemukakan F 
Budi  Hardiman, partisipasi demokratis warga terkait 
dengan gagasan kepublikan dan ruang publik mengalami 
krisis (F Budi Hardiman, ed., Ruang Publik, Penerbit 
Kanisius, 2010).   

Persoalannya, menjadi warga yang merdeka dalam 
kehidupan bersama di ruang publik bukanlah sesuatu yang 
tersedia begitu saja (given), lantas kita tinggal 
menikmatinya. Seandainya demikian, maka kendala yang 
menyebabkan kita menjadi warga yang tidak merdeka 
dalam kehidupan bersama di ruang publik akan serta-merta 
kita anggap sebagai suatu kondisi yang timbul karena 
kesalahan orang lain di luar diri kita. 

Ada hal penting yang tidak boleh dilupakan. 
Kehidupan bersama di ruang publik sebagaimana 
disepakati bersama sejak republik ini merdeka dari 
kekuasaan penjajah, dipilih agar berlangsung dalam 
bingkai demokrasi.  Demokrasi berarti partisipasi. Jadi, 
kehidupan bersama di ruang publik yang berlangsung 
dalam bingkai demokrasi menuntut partisipasi setiap warga 
dalam posisi setara.     

Mengikuti apa yang telah digariskan oleh para bapak 
pendiri bangsa (founding fathers)  tersebut, adalah kurang 
tepat jika sebagai warga kita hanya memikirkan 
keselamatan masing-masing, seraya berharap akan tiba hari 
baik, saat yang membawa perbaikan. Sikap tanpa 
partisipasi namun berharap bahwa kehidupan bersama di 
ruang publik akan menjadi lebih baik, sama saja dengan 
menunggu godot.  

Berharap tanpa partisipasi, terlebih cuma menyalahkan 
yang lain sembari mencari jalan selamat sendiri, sama saja 
artinya dengan membiarkan kehidupan bersama di ruang 
publik itu bergerak entah ke arah mana. Atau sebagaimana 
yang dikemukakan  B Herry-Priyono, tidak melakukan 
revitalisasi ruang pulik sama dengan suatu 'keinginan mati' 
(death wish), tak soal apakah itu dilakukan secara 
sadar atau tidak. (B Herry-Priyono, dalam FB 
Hardiman,ed., ibid).  

Perbaikan, atau revitalisasi, jelas hanya bisa dilakukan 
oleh warga yang merdeka.  Maka, pertanyaan:  Sudahkah 
kita jadi warga merdeka di ruang publik? –  sesungguhnya 
lebih dimaksudkan sebagai pertanyaan reflektif bagi setiap 
warga.yang masih berharap dan percaya bahwa kehidupan 
bersama di ruang publik bisa diupayakan menjadi lebih 
baik.

Dari Diri
Ruang publik bukanlah ruang yang streril.  Selalu ada 

upaya dari berbagai pihak untuk mempengaruhi kehidupan 
bersama di ruang publik. Upaya itu dilakukan  karena lebih 
mendahulukan kepentingan masing-masing, sedang 
kepentingan bersama ditempatkan pada nomor urut ke 

sekian. (lihat Jurnalisme & Kepublikan, monografi terbitan 
LP3Y dan Yayasan Tifa, 2009). Kondisi ideal jelas tidak 
akan tercapai manakala upaya  yang mendahulukan 
kepentingan sendiri lebih efektif bekerja dibanding upaya 
yang mendahulukan kepentingan bersama. 

Kecenderungan mendahulukan kepentingan sendiri 
bisa terdapat dalam diri siapapun. Dengan kata lain, 
kendala yang menghalangi seseorang menjadi warga 
merdeka dalam kehidupan bersama di ruang publik tidak 
hanya bersumber dari luar dirinya, tetapi juga dari dalam 
diri sendiri.  

Dengan begitu, cara berpikir bisa dibalik.  Jika sumber 
penyebab mengapa demikian ternyata bisa saja juga adalah 
diri kita sendiri, maka upaya perbaikan – revitalisasi – 
kehidupan bersama di ruang publik sudah tentu menjadi 
tanggung jawab kita pula.  Itu suatu keharusan, selama kita 
masih mengakui bahwa apa yang telah digariskan dan 
dicita-citakan para pendiri bapak bangsa adalah sesuatu 
yang berharga untuk dipertahankan dan diupayakan.  Dan 
untuk itulah kita merayakan hari kemerdekaan.

Barangkali berjuang sendirian mengupayakan 
perbaikan rasanya mustahil. Namun ada yang bisa 
dilakukan, yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 
reflektif kepada diri sendiri.  Dan pertanyaan dimaksud,  
sebagaimana disajikan berikut ini, akan menuntun kita saat 
berinteraksi dengan yang lain dalam kehidupan bersama di 
ruang publik. 

Apa arti menjadi warga yang merdeka di ruang publik? 
Menjadi warga merdeka di ruang publik berarti menjadi 
pribadi yang bebas dari tekanan, hegemoni, monopoli, 
dominasi, pengaruh, atau apapun namanya sepajang itu 
merupakan bentuk pemaksaan kehendak yang berasal dari 
pihak lain.  Kemudian, menjadi  orang merdeka berarti  
bebas untuk memperoleh sesuatu, bebas memperoleh 
sesuatu, tanpa ketakutan. Tidak ada yang memengaruhi, 
menyetir, atau memaksa kita untuk menyuarakan sesuatu.  
Tidak ada yang membujuk kita, atau sebaliknya 
menghambat kita, untuk memperoleh sesuatu. Untuk itu, 
memang kita harus mengedepankan rasionalitas, 
kecerdasan, dan netralitas. 

Bagaimana kita menyikapi tatanan kehidupan bersama 
di ruang publik sebagaimana digariskan melalui etika, 
norma, dan hukum formal? Jika kita menganggap tatatan 
kehidupan bersama di ruang publik hanya sebagai 
penghambat belaka terhadap setiap upaya kita dalam 
memperoleh sesuatu dan karena itu kita mengambil sikap 
untuk mengabaikannya, maka kita bukan orang merdeka. 
Jika kita menilai tatanan yang sudah ada tidak sesuai 
keinginan kita, lantas kita memaksakan tatanan baru tanpa 
memperdebatkannya bersama-sama untuk mencapai 
kesepakatan, kita bukan orang yang merdeka. Tatanan 
kehidupan bersama di ruang publik dibuat berdasarkan 
kesepakatan bersama melalui perdebatan publik.  Setiap 
orang berkewajiban menghormati tatanan itu dan 
menjadikannya sebagai acuan bersama.   
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Bagaimana kita menyikapi keberadaan warga lain? 
Jika kita menilai keberadaan warga lain merupakan hal 
yang tidak perlu, sebagai ancaman, gangguan, dsb.,  maka 
kita bukan orang merdeka.  Jika kita memperlakukan yang 
lain tidak setara, dengan diskriminasi, tekanan, atau bahkan 
kekerasan, kita bukan orang merdeka. Setiap warga 
mempunyai hak dan kesempatan yang sama di ruang 
publik.  

Bagaimana kita menyikapi perbedaan? Jika kita 
menilai perbedaan merupakan sesuatu yang harus 
dilenyapkan, maka kita bukan orang merdeka. Secara 
historis, bangsa kita dibentuk berdasarkan perbedaan. 
Sumpah Pemuda yang dicetuskan tahun 1928 merupakan 
kesepakatan yang menjadi perekat atas perbedaan itu. Dan 
setelah merdeka semboyan negara kita adalah Bhinneka 
Tunggal Ika.    Kita telah bersepakat memilih demokrasi. 
Demokrasi dipilih karena memberi kesempatan bagi setiap 
perbedaan untuk diperdebatkan.  

Bagaimana kita menyikapi persaingan memperoleh 
peluang? Jika kita menilai persaingan merupakan ancaman 
yang memperkecil peluang bagi kita, dan karena itu kita 
malah menggunakan cara yang tidak fair untuk 
memenangkan persaingan, maka kita bukan orang 
merdeka. Ruang publik adalah ranah yang terbuka bagi 
setiap orang untuk bersaing secara bebas dan fair.

Bagaimana kelompok kita menyikapi keberadaan 
kelompok lain dan warga lain yang bukan anggota 
kelompok kita? Jika kita menilai keberadaan kelompok lain 
merupakan hal yang tidak perlu, atau keberadaan warga 
lain yang bukan anggota kelompok manapun seharusnya 
masuk menjadi anggota kelompok kita,  maka kelompok 
kita bukanlah kelompok orang merdeka. Negara menjamin 
hak setiap orang untuk berkelompok.  Sebaliknya, tidak 
ada keharusan untuk menjadi anggota kelompok tertentu. 

Bagaimana kita atau kelompok kita menyikapi peran 
aparat negara sebagai penyelenggara kehidupan bersama di 
ruang publik? Jika kita memandang keberadaan aparat 
negara hanya menyusahkan karena sok mengingatkan, 
mengarahkan, bahkan perlu memaksa, agar kita selalu 
mengindahkan tatanan kehidupan bersama di ruang publik, 
kita atau kelompok kita bukanlah orang yang merdeka. Jika 
demi kepentingan sendiri kita justru mempengaruhi aparat, 
atau bahkan menyuap mereka, agar menutup mata saat kita 
mengabaikan tatanan itu, kita bukanlah orang yang 
merdeka. Aparat negara mewakili pemerintah yang kita 
pilih dan memperoleh mandat dari kita sebagai warga untuk 
mengelola kehidupan bersama di ruang publik. Bahkan 
untuk menjalankan kewajiban itu mereka memperoleh 
kekuatan pemaksa. (rondang pasaribu)
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Paskibraka ini yang telah mengikuti dan melampaui 
serangkaian seleksi dan pelatihan memiliki total nilai/score 
kumulatif. 

Dengan seleksi yang sama, materi pelatihan yang sama, 
kemampuan setara, bahkan potongan rambut yang hampir 
seragam, maka terpilihnya “si cantik dan ber-senyum 
menawan” untuk posisi yang menjadi pusat perhatian 
segenap peserta upacara dan pemirsa televisi tentu 
menimbulkan rasa “kurang” pada diri anggota Paskibraka 
dengan wajah yang tidak tergolong cantik dengan senyum 
menawan.

Asumsi ini tentu harus dicarikan faktanya. Hanya saja, 
si wartawan tampaknya tidak menggagas kemungkinan 
tersebut untuk mencari fakta dengan menanyai para 
perempuan anggota Paskibraka yang tidak terpilih menjadi 
pembawa baki bendera pusaka karena wajah yang kurang 
cantik dan tak punya senyum semenawan Vida. Memang, 
kemungkinan muncul keengganan untuk menjawab dari 
mereka. Namun, ini tentunya tantangan bagi si wartawan 
untuk kreatif dalam mencari dan mengumpulkan fakta. 

Berita ini juga kurang pemerkayaan. Kalau saja berita 
ini diperkaya dengan informasi  berupa kriteria calon 
Paskibra, pembaca/publik akan lebih terbantu lagi untuk 
menilai syarat “unik” wajah cantik dan senyum menawan 
tersebut. Alasan space terbatas bisa saja diatasi dengan 
tidak memuat informasi tersebut namun memberikan 
rujukan alamat situs web tentang Paskibra. Salah satu situs 

Paskibra di antaranya seperti yang dijadikan acuan untuk 
ulasan ini.  

Sembari mencari fakta tentang hal tersebut, penting 
juga mencari jawaban tentang mengapa pembawa baki 
bendera pusaka adalah perempuan, sedangkan petugas 
pengibar atau pengerek bendera adalah dua laki-laki. 
Padahal, mengerek bendera bukan hal sulit bagi 
perempuan. Sebaliknya, membawa baki bendera pusaka 
juga sangat bisa dilakukan oleh laki-laki. Apalagi kalau 
mengacu ke pengibaran bendera Merah Putih untuk 
pertama kalinya, pelakunya justu laki-laki.

Bukan tak mungkin fakta yang diperoleh si wartawan 
justru menghadirkan persoalan lain, yaitu bias gender. 
Analoginya sederhana: di hampir setiap seremoni yang 
diawali dengan pembukaan, entah dengan acara gunting 
pita atau memukul gong, petugas pembawa baki berisi 
gunting atau pemukul gong adalah perempuan. Adapun 
aktor utamanya adalah—kebanyakan— laki-laki. Jarang 
kita lihat, petugas pembawa baki adalah laki-laki.

Jika analisis tentang bias gender ini terkonfirmasi 
dengan fakta, dan fakta itu adalah sesuatu yang terus 
menerus berlangsung, maka bisa saja si wartawan 
membawa publik kepada kesadaran bahwa negara melalui 
institusi Paskibra dan upacara kenegaraan HUT 
Kemerdekaan telah melanggengkan perilaku bias gender 
sekaligus komodifikasi fisik perempuan yang tak lain anak 
turunan bias gender itu. (dedi h purwadi)
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Redaksi Newsletter Mengucapkan :

1 Syawal 1432 H

Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Para ibu warga Dusun Joho, Jambidan, 
Pleret, Bantul gelar Upacara HUT kemerdekaan RI, 

sebelum mengadakan arisan (17/8)

Para ibu warga Dusun Joho, Jambidan, 
Pleret, Bantul gelar Upacara HUT kemerdekaan RI, 

"Warga Joho, Jambidan, Banguntapan, Bantul saat pengajian 
menjelang buka puasa (4/8)"
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